
PERJANJIAN
ANTARA

R.EPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KORBA
TENTANG

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Republik Indonesia dan Republik Korea (dalam hal ini disebut sebagai

"Fara Pihakto);

BERHASRAT untuk meningkatkan kerjasama yang efektif kedua negara

dalarn pencegahan penyidikarq penuntutan dan penanggulangan kejahatan

melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

Pasal I
RUANG LINGKUP PENERAPAN PARJANJIAN

Para Pihak, berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, saling memberikan

bantuan dalam maslah pidana.

Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan,

penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan

yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan

jwidiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta.

Masalah pidana rneliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap

hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan

pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak

meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara

'iersebut.

l.

2.

3.



4. Bantuan harus meliputi :

(a) pengambilan alat/barang bukti atau pemyataan dari orang;
(b) pemberian informasi, dokumen, catatan dan barang bukti;
(c) lokasi atau identifikasi orang atau barang;
(d) penyampaian dokumen;
(e) pelaksanaan permintaan untuk penldikan dan penfltaan;
(0 membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau

membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana
di Pihak Peminta;

(g) penelusuran, penahanan sementard, p€rampasan dan penftaan
yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari
membanhr dil akukannya kej ahatan;

(h) bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak
bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak
Diminta.

Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi :

(a) ekshadisi, atau dengan maksud unhrk penangkapan atau penahanan

setiap orang;
(b) pelaksanaan di Pihak Diminta morgenai ptttusan pidana yang

dijatuhkan di Pihak Perninta kecuali dalam batas yang

diperbolehkan oleh hularm Pihak Dminta dan Perjanjian ini;
(c) pemindahan oftrng dalam penjara untuk menjalani pidana;

(d) pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

Pasal 2

BANTI.IAN I,AIN

Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara Para

Pihak, baik itu berdasarkan persetujrnn lain, pengahuan atau cara lain, serta

tidak menghalang Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu
berdasarkan perjanjian, pengahnan atau cara lain.

5.



L

Pasal3
KANTOR PUSAT

Para Pihak setiap saat harus memiliki orang atau pejabat yang ditunjuk
oleh Kantor Pusat unhlk menjamin dan menerima permintaan untuk
maksud Pe{anjian ini.

orang atau pejabat berikut ditunjuk untuk menjadi Kantor pusat pada
saat dimulainya Perjanjian ini :

(a) unhrk Republik Indonesia, Kantor hrsat adalah Menteri
Kehakiman dan HAM atau pejabat yang dinrnjuk oleh Menteri
tersebut.

(b) untuk Republik Kore4 Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman
atau pejab at yang ditunjuk oleh Menteri tersebut.

Para pihak hams saling memberitahukan adanya penrbahan terhaclap
Kantor hrsat.

Kanlor Pusat harus berhubungan satu dengan yang lain secara langsung,
namun jika mereka memilih, dapat berhubungan melalui saluran
diplomatik.

Pasal 4
ISI PERMINTAAN

Permintaan banhran harus memuat:
(a) uraian maksud permintaan dan sifat banttnn yang diminta;
(b) identifikasi dari orang, badan atiau instansi yang mengajukan

permintaan;
(c) meliputi uraian mengenai sifat masalah pidana termasuk, uraian

ringkas fakta yang relevan, hukum, dan ancaman pidana yang
dikenakan;

(d) meliputi pernyataan yang menunjukan status terakhir dari
penyidikan atau proses acara;

(e) meliputi pernyataan yang menerangkan mengenai batas waktu
yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.

Permintaan banhnn, sejauh iht relevan dan dimungkinkan, harus
memuatjuga:

2.

3.

4.

l.

2.



(a) identitas, kewarganegaraan, dan lokasi dari orang atau orang yang
menjadi subyek, atau orang yang mungkin memiliki informasi
berkaitan dengan masalah pidana;

(b) dalam hal banhran berdasarkan Pasal l0 :

(i) uraian masalah morgenai orang yang akan diperiksa, apabila
dimungkinkan, termasuk pertanyaan yang diajukan oteh pihak
Peminta terhadap omng tersebut;

(ii) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang
dihasilkan dan, sejauh ihr relevan, uraian mengenai orang
yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut;

(c) dalam hal permintaan banhran berdasarkan Pasal I I atau Pasal | 2,
hanrs disebutkan informasi mengenai tunjangan dan biaya yang
diberikan untuk perjalanan orang ke Pihak Peminta;

(d) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 16,
uraian mengenai barang-barang yang dicari, dan sejauh itu relevan,
mengenai lokasi barang-barang itu berada;

(e) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 16 :

(i) pernyataan yang menjadi dasar keyaleinan Pihak peminta
bahwa hasil kejahatan berada dalam yurisdiksi Pihak Diminta;
dan

(ii) putusan pengadilan, jika ad4 yang dapat dilaksanakan dan
pernyataan mengenai stahrs puhrsan tersebut;

(fl) dalam hal permintaan bantuan untuk pengembalian hasil kejahatan
atau yang telah diketemukan, diperlukan pernyataan pengaftran
khtrsus berdasarkan Pasal 16 ayat 4;

(g) pernyataan mengenai tztz cara atau adanya syarat tertentu di Pihak
Peminta, atau yang dapat mempenganrhi terhadap permintaan,
meliputi rincian yang harus diberikan mengenai masalah atau
setiap bentuk informasi, barang bukti, dokumen atau barang yang
diminta tmtuk diserahkan;

(h) pernyataan, jika ada, oleh Pihak Peminta menganai kerahasiaan
dari permintaan dan alasan-alasannya;

(i) dalam hal pejabat dari Pihak Peminta bermaksud melakukan
pet'alanan ke Pihak Diminta berkaitan dengan permintaan,
informasi mengenai maksud kunjungan pejabat tersebut, jangka
waktu dan pengaturan perjalanannya; dan

CI) setiap informasi penunjang lainnya, barang bukti atau dokumen
yang diperlukan, atau dapat membantu, Pihak Diminta memenuhi
permintaan tersebut.



3' Permintaan, selaq d.ghry* penrurjang dan komunikasi yang dibuatsesuai dengan perjanjian ini, harus aitiot daram bahasa pihak peminta
dan disertai dengan terjanahannya kedaram bahasa pihak Dminta ataukedalam bahasa Inggris.

4. Jika Pihak Dminta menganggap bahwa informasi yurg terdapat darampermintaan tidak cukup *t tf memenuhi permintaan bantuan sesuaidengan Pe{anjian ini, Pihak Diminta dapat memintu rnformasi tambahan.

5. Permintaan hanrs dibuat, secara terftrlis kecuari pihak peminta dapatmenerima permintaan daram bent'k rain daram t eaoaan yang *rno.srt.Dalam keadaan :rry.ti ini, permint"* t"rtrti, h.u. ditetapkan daramwaktu tiga puluh hari (30) hari kecuari pihak Diminta menyehrjui jangka
wakru lain.

pasal5
PENOLAKAN BANTUAN

l. Bantuan harus ditolak jika :

(a) permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut pihak
Diminta ada]ah kejahatan yang bersifat potitif atau t.iuirtun
berdasarkan hukum militer;

(b) permintaan berkaitan dengan penunfutan terhadap seseorang atas
kejahatan yang perakunyi tirah setesai menjaruni piJun.'yung
dijaftrtrkan, ataudiberi grasi atau dibebaskan di pihak niminta; '(c) terdapat alasan kuat unhrk menduga bahwa permintaan bantuan iftr
dengan maksud mhrk menrmftrt atau memidana seseorang karenaalasan suku, jenis keramin, agama, k"r"urgunegaraan ataupandangan poritik atau bahwa pr*intu.n bantuan itu akan
menrgikan orang yan g bersangkutan karena alasan tersebut;(d) permintaan, jika diberikan, akan merugikan kedaulatan pihak
Diminta, keamanan, atau kepentingan utaia lainnya, ,"Lp,,J jugu
pertimbangun terhadap keseramatan setiaj 

' 
oru,g, ',run

menyebabkan beban berat terhadap kekayaan piha'k Diminti(e) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemindanaan
terhadap seseomng untuk perbu,atan yang tidak dinyatakan *u.gui
:y_atl kejafratan, jika perbuatan itu aiutcukan didalrrn y,,.iraitri
Pihak Dminta.



2' Banftran dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan panrnt'tanterhadap seseorang atas suatu kejahatan ,."g;;rk dapat ragi dituntut

Fffilffisan . 

kadaruarsa jika kejahatan itu dfiar,,*.n dii;il"j.riscriksi

3. Bantuan dapat dit'nda oreh pihak Diminta jika permintaan akanmempengaruhi penyidikan atau penunftrtan yang sedang dilaksanakan cliPihak Dminra.

4' sebelum menorak atau menunda pemberian bantuan sesuai dengan pasar
ini, Pihak Diminta merarui Kantor p'sat harus , 

----

(a) memberitahukan dangan segera pihak peminta dengan arasanpenolakan atau penundaan tersebut; dan(b) menskonsultasikan dorgan Pihak peminta untuk menentukanapakah banruan dapat ?iuerit- bod;;;;r."n syarat_syarat dankondisi yangdianggap perlu oleh pihak p;;;".
5. Jika Pihak peminta menerima bantTan dengan syarat dan kondisi yangditentukan ayat 4 b, 

-maka permintaan urntu":n dilaksanakan sisuaidengan syarat dan kondisi tersebut.

pasal 6
PELAKSANAAN PERMINTAAN

l. Permintaan bantuan harus dilaksanakan dorgan segera oreh pihakbenvenang di Pihak Diminta sesuai orngan Ltentuan hukum pihak
tersebut, dan sejauh diperborehkan hukum o'i nrrat Dminta, dengan carayang dikehendaki oteh pihak peminta.

2. Pihak Diminta dapat mentrnda penyerahan barang yang diminta jikabarang itu sedang diperrukan unt'k proses u*uiu-beikaitan denganmasalah-masalah pidana atau perdata di pihak peminta. Dalam rrol ini,Pihak Diminta hanrs, atas permintaan, memu"ril.an sarinan resmidokumen.

3' Pihak Dminta ].?ryr segera memberitahukan pihak peminta mengenaikeadaan, jika pihak Diminta dapat mengetahui, adanya har-har yang
manyebabkantertrmdanyapelaksanaanpyrrn-intaan.



Pasal 7
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK DIMINTA

r dikehendaki oleh pihak
balikan barang bukti yang
barang bukti itu sudah fidak

berkaitan dengan permintaan.

Diminta, pihak peminta hanrs
diberikan berdasarkan pet'anjian ini
dipedukan lagi unhrk rnurujuh" pidana

2.

3.

4.

KERAHASIAAN DAN P;il$f'ASAN PEN\.]GUNAA N

. Pihak Diminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik_baiknya
kerahasiaan permintaan bantuan, isi p.*int in f,* oot umen-dohrmen
penunjangnya dan_ setiap tindakan sesuai dengan permintaan itu. Jikapermintaan tidak dapat dilaksanakT tanp, melanggar kerahasiaan, pil,utDllnta juga harus memberitahukan pihaT; peminta sebelum
L9t{slatcan permintaan itu, dan pihak peminta harus memberitahukan
Pihak Diminta apakah permintaan tetap diajukan meskiprm ;;-I*i.gu.
kerahasiaan.

Pihak Peminta hanrs, jika diminta,. mengilpayakan sebaik-baiknya
kerahasiaan informasi dan barang bukti v.r,g- Jiu"rikan oreh pihak
Diminta kecuari jika informasi dan barang b,,fti 

-in 
oip".rukan unhrk

1p{ah. pidana yang berkaitan dan serain i* v*g diperboreh[un--nirl,
Pihak ilminra.

Pihak Peminta hanrs,-jika diminta,.mangupayakan sebaik-baiknya untukmenjamin bahwa informasi atau bararig 
^uuLtrt-rJarrt 

dilindungi-'J.ri
kehilangan cara-cara yang tidak berwenang, penrbahun, p"ngrrit"p""
atau penyalahgrrnaan lainnya.

Pihak Peminta tidak akan menggunakan informasi dan barang bukti
{Tg diperolehnya, unhrk matsua serain oaripJa yang dinyatakan
lifalam permintaannya tanpa persetujuan terreun 

-oahuru 
dari pihak

Diminta.



Pasal9
PENYAMPAIAN DOKUMEN

Pihak Diminta hanrs, sejauh diperbotehkan oleh ketenhran hularmnya,
rnelaksanakan permintaan untuk penyarnpaian dokumen yang berkaiian
dengan masalah pidana.

Permintaan penyampaian untuk pemeriksaan yang mernuat panggilan
kehadiran seseorang sebagai saksi di pihak peminta harus'oi{iran
kepada Pihak Diminta sekurang-kurangnya empat puluh lima 1+sj nari
sebelum jadwal kehadinannya. Dalam keadaan mendesak, pihak Diminta
dapat menges:rmpingkan syarat ini.

Pihak Diminta harus menyampaikan kepada pihak perninta bukti
penyampaian dolcumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat
dilakukan, Pihak Peminta akan diberitahu juga mengenai haf ihr disertai
den;tan alasannya.

seseorang yang tidak dapat memenuhi setiap proses yang hanrs
dilakukannya, maka tenhadap orang tersebut tidak akan dilenakan
hulaman atau tindakan lain sesuai dengan hukum Pihak Peminta atau
Pihak Diminta.

Pasal l0
PENGAM BILAN BARANG BUKTT

Pihak Diminta hanrs, sejauh diperbolehkan ketentuan hukumnya dan atas
permintaan, untuk mengambil kesaksian, atau selain dari pernyataan yang
diperoleh dari orang itu, atau meminta barang buhi yang ada padanya
tmtuk disampaikan kepada Pihak Peminta.

Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh ketenhran hukumnya, hanrs
mengijinkan kehadiran orang tersebut sebagaimana disebutkan didalam
permintaan selama permintaan dilaksanakan dan mengijinkan orang
tersebut untuk diperiksa dengan orang yang diminta kesaksiannya atau
barang bukti yang ada padanya. Dalam hat pemeriksaan secara langsung
tidak diperbolehkan, diperbolehkan untuk orang tersebut secara terbuka
menyampaikan pertanyaan secara tertulis.



3. Seseorang yang daripadanya diperoleh barang bukti yang berada di pihak
Diminta sesuai dengan permintaan berdasarkan perjinjian ini, dapat
menolak memberikan barang bukti sejauh hukum apakah Pihak Diminta
atau Pihak Peminta mernbolehkannya.

4. Jika seseorang di Pihak Dminta menyatakan bahwa terdapat hak atau
kewajiban untuk menolak memberikan kesaksian menumt hukun pihak
Peminta, maka Kantor hrsat dari Pihak Peminta harus aatas permintaan
memberikan surat keterangan kepada Kantor hrsat pihak Diminta
mengenai adanya hak itu. Dalam hal fidak ada bukti sebaliknya, surat
keterangan ihr merupakan bukti yang cukup masarah tersebut.

5. unftrk maksud Pasal ini, pengambilan barang bukti meliputi pengadaan
atau barang lainnya dokumen yang dihasilkan atau baring-barang
lainnya.

Pasal ll
PEMINDAHAN ORANG TAHANAN/NARAPIDANA UNTUK

MEMBERIKAN KESAKSTAN.

l. Seseorang tahanan/narapidana di Pihak Dirninta, atas permintaan dari
Pihak Peminta, dapat dipindahkan sementara ke pihak peminta rmhrk
memberikan kesaksian dalam proses acatadi pihak peminta.

l. Pihak Diminta hanrs menrindahkan tahanan/narapidana ke Pihak perninta
hanyajika:
(a). orang itu bersedia untuk dipindahkan; dan
(b). Pihak Peminta setuju sesuai dengan syarat yang ditentukan

Pihak Dminta berkenaan dengan penahanan atau keamanan
oftlng yang akan dipindahkan.

Apabila Pihak Dminta menyatakan kepada pihak peminta bahwa orang
yang dipidahkan sudah tidak perlu lagi berada dalam tahanan/penjara,
orang itu harus dilepaskan.

Seseorang yang dipindahkan sesuai dengan permintaan berdasarkan pasal
ini hann dikembalikan ke Pihak Diminta sesuai dengan ketentuan yang
disehrjtri oleh Pihak Dminta yffig dilaksanakan sesegera mungkin
setelah orang itu memberikan kesaksian atau daham wakhr yang lebih
awal setelah kehadiran onmg itu tidak diperlukan lagi.

oleh
dari



5' seseonang yary dipindahkan hanrs diakui masa hukuman yang

ffflffifrhljfi#g]" ** *urtu 
'Jama 

orang itu ,n*:ir*i

M ENGHADIST1N O*N N?'iIIi UN'U* rVI EM BER I KANK E SA KS IA N A TA U UNT UK r*I B r*iii Xii,. P N rNY TD I KA N
l ' Pihak peminta dapat meminta bantuan pihak Diminta untuk mengaturpemindahan seseo?rng (bukan orang sebagaimana dimaksud aiai*,Pasal I I perjanjian) aepan perselujri" 

"#ilil r..paaa pihak pemintauntuk memberikan kesaksian'atau binturn y,ig iltaitan dalam masarahpidana di pihak peminta; -

2. Jika Pihak Dminta dapat menerima bahwa pengannm yang memuaskanakan dirahrkan oreh pihak peminta.unt'k mfnjuilin t rrr*Ln'l#g itu,Pihak Diminta 
-meminta persetujuan dari "---orurg 

tersebut untukmemberikan kesaksian atau bant'an di pihak peminta. orang tersebut

Iil;#f*ukan mengenai setiap biryu ,t* hrnjangnn v*e wajib
Pihak Dminta hanrs segera memberitah,kan pihak peminta mengenaikesediaan o*g tersebui o*, jit u o*glto menyetujui, mengambir

,T##,J-gkahJangkah 
vang diperrukan,ritor. r'"ruaahkan pe'nl'taan

r 
'NDA 

KA n ro *l,,iilt L * r rn M A rA N
f ' Dangan mernperhalk* ayat 2 pasar ini, apabira seseorang berada diPihak peminta 

F gur*t 
"it 

p"n rint"- y"d?iqft* menurut pasar l latau Pasal 12 perjanjian ini, serama y-.r.m o.i'g terseb.t diperrukan,tetap tinggar di pihak peminta untuk r*rua-d',tit rn,

(a) orang tersebut tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di pihak
Peminta untuk peranggaran apaprm, atau tout ilr".i.al pirr.r.
dalam proses- secara peiaatl. ap.apr, menjadi t"rgogrt /*giiarr.dapat dikenakan padanya jika ia tid;[ t;la aidr,ar[ pJrina,
berkenaan dangnn perbuatan rbl.gTir! apapun yang dirakukannya
sebelum oftmg itu meninggalkan pihak biiliiitu; o_



(b) orang 1g tidak boreh,, l"np. persetujuannya, diminta 
'nftrk

memberikan kesaksian datam.,d;;-;;;;. secara pidana ataumembantu suatu penrdikan pidana ,duin a".ipada masatah pidanayang berkaitan dengan pe.mintaan

2. Ayat r pasar ini tidak berraku ragi jika orang itu, seterah bebas trntukpersr, tidak meninggarkan ont ryrlt;ffi^j*gka wakru (r5 hari)Iima beras ttr. iitrtutr o.arrg itu secara ,rri diberitatru bahwa

lff:fil:n$lfito"t"k;l'?i atau, seierah 
-iLin 

gsurkan negara *u,

3' Seseorang yang tidak mernberikan 
. 
perseftrjuan tmtuk mernberikankesaksian yang dimaksud dail pasar'rt Jrn..prrut 12 perjanjian initidak akan, karena arasan itu ofaSc1n ;;* suatu pidana atau

$lf:ilffi,"'llT paksa .p'pun orcr' p*e'Jifii pihak p"rintu utuu

4' Seseorang yang mernberikan perseQi,uannya unfuk mernberikankesaksian yang dimaksud daram iasar ir ,t"u"qnsar 12 pet'anjian initidak akan dirarnrkan p.n*tuan berdasarkan t esaksiannya, kecuariunhrk sumpah palsu atau penghinaan t *rJ.p p"odilan.

pasat 14
PENYEDIAAN INFORMASI

l ' Pihak Diminta hanrs memberikan sarinan dari dorarme-n dan catatan yangterbuka untuk yum yang merupakan bG;-d.rt daftar umum araudaftar lain, atau dapat dibetiutuu Oip"rifrm of,f, ur*.
2' Pihak Diminta dapat memberikan salinan dolannnen atau catatan dengancara yang s€rma.d^an denc,an syarat-syarat yang sama apabira karaudokumen atau catatan tersibut up^, aiu"rit* lriro, penegak hukumatau pejabat peradilan.



I.

p ENCA RrA SHlt^i i*Nvr rAA N
Pihak Diminta, sepanjans hukumnya mengl'zinkan, hanrs meraksanakanpermintaan yang b*l."itT aengan 

T?sa[h piaana di pihak pemintamtuk mencari, menyita oan mile"ar,un uril'i Jiru.n kepada pihakPeminta. - ---J

Pihak Dminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta orehPihak perninta, mengenai hasir dari ryn:oirl, ,"fi;l dan keadaan padasaat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnvu urong'*iiu* tersebrfi.

Pihak Peminta harus mempedratikan setiap syarat ),ang ditetapkan oreh

ffi*,?m';.*ffi# 
tuit"*v' ilffil;;il; yans diserahkan

2.

3.

pasal 16
HASIL KEJAHATAN

l. llihak Dminta, ltas permintaan, harus berusaha unftrk memastikanapakah hasir kejahatan ue.aJa .oi a.ram 
-ffiroitrinyu 

dan hanrsmemberitahukan kepada pihak peminta ,n.ng*ui rrrrir p.nyidikannya.

2. D.alam hal, menurut ayat l,
diketemukan, pihak fiminta
diperbolehkan oleh hukumnya
kejahatan tersebut.

hasil kejahatan yang dicurugai ituhryr mengambil tinaat*"- y_g
unhrk menahan dan menyita "frasif

' Dalam melaksanakan pasar ini, hak.d1i. nihak ketiga yang beririkad baikharus dihormati menumt hukum pifraf, Diminta.

Pihak Diminta hanrs menahan suatu hasir kejahatan yang disita, kecuaritunftrk kasus tertenftl yang disetujui, berlaku f.in. 
---'

unhrk maksud perjanjian ini "hasir kejahatan" berarti setiap barang yangdicurigai' atau dinyatakan oreh pengadil-, ,rufi'barang yang berasardari atau diperoreh, .rTgr*g'ut i tiark t-gr*g sebagai hasir daridilahrkannya suatu kejahatai atau harga i;rd dd barang dankeuntungan lain yang berasar auri airrnf"rrvu l*tu kejarratan, dan



termasuk barang yang digunakan
di lakukannya kejahatan.

P E NG I'A,O NI;Ti'J, *",,A HA N

Dengal memperhatikan ayat z, permintaan bantuan, ctokumen
penturjangnya dan dokumen atau barang yang diberikan sebagai jawauan
atas permintaan, tidak harus diperlukin s,*tu benhrk p.niiruirn utuu
pengesahan.

Apabila dalam kasns tertenhr Pihak Dminta atau pihak peminta merninta
bahwa dokunen atau .barang disahkan, aohrmen atau barang hanrs
disahkan dengan cara sebagaimana diatur didaram ayat 3.

Dok*men atau barang adalah sah untuk maksud pajanjian ini jika :(a) ditandatangani atau dikuatkan oreh hakim 
"6u 

p":ruri ruin di atau
$n Pihak yang mengirimkan dokuman; dan '

(b) dibubuhi dengan cap resmi dari pihak peng'im dokumen atau dari
Menteri, Departemen atau dri pejabat pemerintatr, dari pihak itu.

Pasal 18
PENGATURAN TAMBAHAN

Kantor Pusat rnasing-masing pihak dapat membuat pengaturan tambahan
yang sesuai dengan tujuan pe{anjian ini dan hukum kedua nnat.

Pasal 19
PERWAKILAN DAN BTAYA

l. Kecuali jika diatur lain dalam perjanjian ini, pihak Dminta hams
menyrapkan hal-hal yang diperlukan agar Pihak Peminta diwakili secara
hukum dalam setiap proses ucaf qio"nr yang timbul karena adanya
permintaan banhlan dan dengan demikian ltihak Dminta rf.an r"*rrufi
kepentingan Pihak penrinta.

untuk melakukan atau memudahkan

I.

2.

3.



2. Pihak Diminta hanrs menanggung biaya untuk memenuhi permintaan
banhran kecuali biaya yang hams ditanggung oleh pihak peminta yaihr:(a) biaya yang berhubungan dengan pengangt<utan orang ke atau dari

wilayah Pihak Diminta dan biaya akomodasi orang lt r aun setiap
upah, tunjangan atau biaya lain yang wajib dibayar kepada orangitu selama berada di pihak peminta - 

berdasarkan permintaan
mentrnrt Pasal 9, Pasal I I atau pasal 12 perjanjian ini;(b) bilra yang berhubungan dengan pengangkuian pet'gas
tahanan/penjara atau petugas pengawal;

(c) upah dan biaya dari ahli dan biaya yang berhubungan dengan
terjemahan dolcumen.

Jika timbul biaya sebagai akibat dari petaksanaan permintaan yang
mernerlukan biaya yang bersifat kfiusus, para pihak li*,
memberitahukan unhrk memutuskan keadaan-keadaan syarat untuk
permintaan bantuan dapat diberikan,

Pasal 20
KONSULTASI DAN PEFryELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan
pihak lainny4 rnengenai suatu hal yang berhubrmgan dengan p"n"rrun,
qe-nerapan atau pelaksalaan Perjanjian ini, baik secara unum maupun
dalam kaitannya dangan kasus tertentu.

Pasal2l
AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan ke
dua Pihak dan akan mulai berlaku setelah persyaratan nasional masing-
masing telah dipenuhi.

Pasal 22
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIR

l. Pe{anjian ini mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan oleh
Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing untuk
berlakrmya Perjanjian ini telah dipenuhi.

a
J.



| 2' Perjanjian ini akan berraku rs perjanjian yang diratarkan baiksebelum dan seterah tanggar murai ue.ra*Jrilalerjanjian ini.

3' Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melaluipemberitahuan terhrris. eengakniran ai.an mutai u*rit,-rir, (6)bulan setelah tanggal pemberilahuan.

4' Pengakhir-- perjanjian ini tidak 
.akan mempengamhi penyeresaiandari setiap tg.* 

'ang 
sedang b.d;6 

-yaig 
disetujui para pihak

trerdasarkan perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI: ymg bertandatangan dibawah ini, yang dib€ri kuasaoleh Pemerintah masing-masing terah menandatangani pefanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di.s*.o.,+'(-... pada tanggar. $.p..Nr.*m*.pada tahun du,a ribu dua, daram bahasa Indonesi4 uatrasa Korea, dan bahasaInggris, semua naskah menrprmyai kekuatan V-glur*.
Dalam hal terjadi perbedaan penarrir*r, nirt i?rrm balrasa Inggris akandiberlalmkan.

TJNTUK REPUBLIK INDONESI,A TJNT{.JK REPUBLIK KOREA
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